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A B S T R A K 
 
Tesis ini membahas tentang implementasi kebijakan Lembaga Pemasyaratan (LAPAS) 
Klas II A Pontianak dalam melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kubu 
Raya terhadap pelaksanaan program asimilasi bagi warga binaan pemasyarakatan 
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999. Di samping itu juga 
mempunyai tujuan yaitu untuk mengungkapkan dan menganalisis kendala-kendala 
yang mempengaruhi implementasi kebijakan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A 
Pontianak dalam melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya 
terhadap pelaksanaan asimilasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 dan upaya mengatasi kendala-kendala 
yang mempengaruhi implementasi kebijakan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A 
Pontianak dalam melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya 
terhadap pelaksanaan asimilasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999. Melalui studi kepustakaan menggunakan 
metode pendekatan hukum empiris diperoleh kesimpulan, bahwa pada dasarnya 
kebijakan LAPAS Klas II A Pontianak dalam melakukan kerjasama dengan Pemerintah 
Kabupaten Kubu Raya dalam pelaksanaan asimilasi bagi Warga Binaan 
Pemasyarakatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang 
Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan 
Pemasyarakatan belum diimplementasikan sesuai dengan yang diharapkan, karena 
masih mengalami berbagai kendala. Adapun kendala-kendala tersebut antara lain 
sebagai berikut: (a) Kurangnya koordinasi antar aparat dari LAPAS Klas II A Pontianak 
maupun Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kubu 
Raya yang ditunjuk oleh Bupati Kubu Raya dalam pelaksanaan asimilasi bagi Warga 
Binaan Pemasyarakatan; dan (b) Adanya keengganan atau sikap setengah hati dari 
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kubu Raya yang 
ditunjuk oleh Bupati Kubu Raya dalam melaksanakan kerjasama pelaksanaan asimilasi 
bagi Warga Binaan Pemasyarakatan LAPAS Klas II A Pontianak. Upaya mengatasi 
kendala-kendala yang mempengaruhi implementasi kebijakan LAPAS Klas II A 
Pontianak dalam melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya 
terhadap pelaksanaan asimilasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 adalah sebagai berikut: (a) Melaporkan 
hasil kegiatan kerjasama pelaksanaan asimilasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan 
kepada Bupati Kubu Raya, baik berkenaan dengan tingkat keberhasilan dari kerjasama 
tersebut maupun kendala-kendala yang dihadapi selama kegiatan kerjasama 
pelaksanaan asimilasi di LAPAS Klas II A Pontianak. Hal ini dilakukan agar Bupati Kubu 
Raya mengetahui kondisi yang sebenarnya; (b) Pihak LAPAS Klas II A Pontianak lebih 
meningkatkan koordinasi dengan aparat/petugas dari  Dinas Perindustrian, 
Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kubu Raya yang ditunjuk oleh Bupati 
Kubu Raya untuk melakukan kerjasama dalam pelaksanaan asimilasi bagi warga 
binaan pemasyarakatan, agar kerjasama dapat berjalan dengan efektif; dan (c) Dinas 
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kubu Raya selaku dinas 
yang ditunjuk oleh Bupati Kubu Raya untuk melakukan kerjasama dalam pelaksanaan 
asimilasi bagi warga binaan pemasyarakatan LAPAS Klas II A Pontianak agar lebih 
perhatian dalam melakukan tugasnya, agar tidak terkesan setengah hati dalam 
melakukan kerjasama dalam pelaksanaan asimilasi bagi warga binaan pemasyarakatan 
LAPAS Klas II A Pontianak 
Kata kunci : Implementasi Kebijakan – Kerjasama – Asimilasi – Warga Binaan 
Pemasyarakatan. 
 
A B S T R A C T 
This thesis discusses the policy of implementation Penitentiary (Prisons) Class II A 
Pontianak in cooperation with the Government of Kubu Raya District on the 
implementation of the assimilation program for prisoners under Government Regulation 
No. 57 of 1999. In addition it also has the objective is to reveal and analyze constraints 
affecting policy implementation Penitentiary Class II A Pontianak in cooperation with the 
Government of Kubu Raya District on the implementation of assimilation for Citizens 
Patronage of Corrections under Government Regulation No. 57 of 1999 and 
overcoming the constraints affecting policy implementation Penitentiary Class II A 
Pontianak in cooperation with the Government of Kubu Raya District on the 
implementation of assimilation for Citizens Patronage of Corrections under Government 
Regulation No. 57 of 1999. Through literature study using an empirical law approach the 
conclusion, that the policy essentially Penitentiary Class II A Pontianak in cooperation 
with the Municipality Kubu Raya in the implementation of assimilation for Citizens 
Patronage of Corrections under Government Regulation No. 57 Year 1999 on the 
implementation of Coaching and Mentoring Partnership Citizens Patronage of 
Corrections has not been implemented as expected, because it is still experiencing 
various obstacles. As these constraints are as follows: (a) lack of coordination among 
officials of Penitentiary Class II A Pontianak and the Department of Industry, Trade, 
Cooperatives and SMEs Kubu Raya appointed by the Regent of Kubu Raya in the 
implementation of assimilation for Citizens Patronage of Corrections; and (b) The 
reluctance or half-hearted attitude of the Department of Industry, Trade, Cooperatives 
and SMEs Kubu Raya appointed by the Regent of Kubu Raya in implementing 
cooperation for the implementation of assimilation Patronage Citizen Correctional 
Prison Class II A Pontianak. Efforts to overcome the constraints that affect the policy of 
implementation Penitentiary Class II A Pontianak in cooperation with the Government of 
Kubu Raya District on the implementation of assimilation for Citizens Patronage of 
Corrections under Government Regulation No. 57 of 1999 are as follows: (a) Report the 
results of cooperation activities implementation of assimilation for residents Patronage 
of Corrections to the Regent of Kubu Raya, both with regard to the level of success of 
such cooperation as well as the obstacles encountered during the implementation of 
cooperation activities in prisons assimilation Penitentiary Class II A Pontianak. This is 
done so that the Regent of Kubu Raya knowing the actual conditions; (B) The 
Penitentiary Class II A Pontianak further improve coordination with police 
officers/officials of the Department of Industry, Trade, Cooperatives and SMEs Kubu 
Raya appointed by the Regent of Kubu Raya to cooperate in the implementation of the 
assimilation of prisoners, so that the cooperation can be run with effective; and (c) the 
Department of Industry, Trade, Cooperatives and SMEs Kubu Raya as the agency 
appointed by the Regent of Kubu Raya to cooperate in the implementation of the 
assimilation of prisoners Penitentiary Class II A Pontianak to be more considerate in 
doing his job, that does not seem half-hearted to cooperate in the implementation of the 
assimilation of prisoners Penitentiary Class II A Pontianak. 
Keywords:  Policy Implementation - Cooperation - Assimilation - Citizens 
Patronage of Corrections. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. PENDAHULUAN 
 
Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 
ditegaskan bahwa sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan 
Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, 
sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan 
bertanggungjawab. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemasyarakatan sebagai 
wujud pelembagaan respons masyarakat terhadap perlakuan pelanggar hukum 
pada hakikatnya merupakan pola pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang 
berorientasi pada masyarakat, yaitu pembinaan yang dilaksanakan secara terpadu 
antara pembina, yang dibina, dan masyarakat. Peran serta masyarakat harus 
dipandang sebagai suatu aspek integral dari kegiatan pembinaan, sehingga sangat 
diperlukan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. 
Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dilaksanakan 
dengan beberapa tahapan pembinaaan, yaitu: tahap awal, tahap lanjutan, dan 
tahap akhir. Setelah narapidana dibina di dalam LAPAS lebih kurang ½ (setengah) 
dari masa pidananya, maka untuk lebih menyempurnakan program pembinaan 
kepada narapidana diberi kesempatan untuk berasimilasi. 
Pelaksanaan program asimilasi diharapkan dapat bermanfaat bagi pribadi dan 
keluarga narapidana dan anak didik pemasyarakatan serta tidak bertentangan 
dengan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat. Selain itu, asimilasi 
merupakan salah satu upaya pembinaan untuk memulihkan hubungan narapidana 
dengan masyarakat secara sehat. 
Dalam melaksanakan program asimilasi bagi warga binaan pemasyarakatan, 
diperlukan kerjasama dari semua pihak, baik instansi pemerintah terkait, badan-
badan kemasyarakatan lainnya atau perorangan untuk ikut berperan serta membina 
warga binaan pemasyarakatan dalam bentuk hubungan kerjasama baik yang 
bersifat fungsional maupun kemitraan guna melaksanakan program asimilasi.  
Agar pelaksanaan kegiatan kerjasama dapat berjalan dengan baik, efektif dan 
efisien, maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 
1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga 
Binaan Pemasyarakatan.  
Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang 
Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan 
Pemasyarakatan, menentukan bahwa: 
• Menteri dapat menyelenggarakan kerjasama pembinaan dengan : 
• instansi pemerintah terkait; 
• badan-badan kemasyarakatan; dan 
• perorangan. 
• Kerjasama dengan instansi pemerintah atau pihak sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) diselenggarakan dalam rangka pengembangan, peningkatan 
dan atau perluasan pembinaan. 
• Hubungan kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a bersifat 
fungsional. 
• Hubungan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan c 
bersifat kemitraan. 
 
Di samping itu, di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 juga 
mewajibkan baik Menteri maupun mitra kerjasama menyediakan sumber daya yang 
diperlukan bagi penyelenggaraan program pembinaan warga binaan 
pemasyarakatan. 
Dalam upaya mengimplementasikan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 57 
Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan 
Warga Binaan Pemasyarakatan, maka Kepala Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) 
Klas II A Pontianak melakukan kebijakan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten 
Kubu Raya dalam pelaksanaan asimilasi bagi warga binaan pemasyarakatan yang 
dituangkan dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU). 
Bentuk kerjasama antara Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Klas II A 
Pontianak dengan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam pelaksanaan asimilasi 
bagi warga binaan pemasyarakatan yakni dalam pengembangan hasil kerajinan 
dari limbah. Limbah atau sampah yang sudah tidak dipergunakan lagi, seperti: botol 
air mineral, kartu remi, kertas koran dan papan diolah menjadi kerajinan berbentuk 
bunga, rehal dan lain-lain. 
Akan tetapi kerjasama antara Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Klas II A 
Pontianak dengan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam pelaksanaan asimilasi 
bagi warga binaan pemasyarakatan yakni dalam pengembangan hasil kerajinan 
dari limbah belum dapat diimplementasikan sebagaimana mestinya. 
Belum dapat diimplementasikannya kerjasama antara Lembaga 
Pemasyarakatan (LAPAS) Klas II A Pontianak dengan Pemerintah Kabupaten Kubu 
Raya dalam pelaksanaan asimilasi bagi warga binaan pemasyarakatan disebabkan 
karena kurangnya koordinasi antar aparat dari Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) 
Klas II A Pontianak maupun Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Selain itu, dinas-
dinas terkait seperti Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM 
Kabupaten Kubu Raya yang ditunjuk oleh Bupati Kubu Raya untuk melakukan 
kerjasama dalam pelaksanaan asimilasi bagi warga binaan pemasyarakatan 
Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Klas II A Pontianak terkesan setengah hati 
dalam melaksanakan kerjasama. 
 
• RUMUSAN MASALAH 
Bertitik tolak dari uraian pendahuluan di atas, maka yang menjadi 
permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 
• Apa kendala-kendala yang mempengaruhi implementasi kebijakan Lembaga 
Pemasyarakatan Klas II A Pontianak dalam melakukan kerjasama dengan 
Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terhadap pelaksanaan asimilasi bagi Warga 
Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 
1999 ? 
• Bagaimana upaya mengatasi kendala-kendala yang mempengaruhi 
implementasi kebijakan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak dalam 
melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terhadap 
pelaksanaan asimilasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 ? 
 
• TUJUAN PENELITIAN 
Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
• Untuk mengungkapkan dan menganalisis kendala-kendala yang mempengaruhi 
implementasi kebijakan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak dalam 
melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terhadap 
pelaksanaan asimilasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999. 
• Untuk mengungkapkan dan menganalisis upaya mengatasi kendala-kendala 
yang mempengaruhi implementasi kebijakan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A 
Pontianak dalam melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kubu 
Raya terhadap pelaksanaan asimilasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan 
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999. 
 
• KERANGKA TEORETIK 
Dalam rangka penelitian implementasi kebijakan dalam melakukan kerjasama 
terhadap pelaksanaan asimilasi bagi warga binaan pemasyarakatan antara 
Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Klas II A Pontianak dan Pemerintah  
Kabupaten Kubu Raya diperlukan teori, asas dan konsep yang dapat digunakan 
sebagai landasan teoritis dalam membahas permasalahan yang telah dirumuskan. 
Adapun teori, asas dan konsep yang digunakan adalah sebagai berikut: 
• Konsep Pemasyarakatan 
Secara filosofis, Pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang sudah 
jauh bergerak meninggalkan filosofi pembalasan (retributive), penjeraan 
(deterrence), dan resosialisasi (resocialization). Dengan kata lain, pemidanaan 
tidak ditujukan untuk membuat derita sebagai bentuk pembalasan, tidak 
ditujukan untuk membuat jera dengan penderitaan, juga tidak mengasumsikan 
terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya. Pemasyarakatan 
sejalan dengan filosofi reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik 
yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat, sehingga pemidanaan 
ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan 
masyarakatnya (reintegrasi). 
Di ranah filosofis, pemasyarakatan memperlihatkan komitmen dalam upaya 
merubah kondisi terpidana, melalui proses pembinaan dan memperlakukan 
dengan sangat manusiawi, melalui perlindungan hak-hak terpidana. Komitmen ini 
secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan 
dilaksanakan berdasarkan asas: pengayoman, persamaan perlakuan dan 
pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat 
manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan 
terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang 
tertentu.  
Munculnya konsep Pemasyarakatan pada tahun 1964 pada dasarnya 
sangat terkait dengan adanya dorongan untuk pelaksanaan pemidanaan yang 
lebih manusiawi dan melindungi hak-hak asasi terpidana, termasuk tahanan. 
Dorongan tersebut bahkan telah formalisasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa 
(PBB) pada tahun 1955 dalam bentuk Standard Minimum Rules for the 
Treatment of Prisoners. Di dalamnya terdapat sejumlah hak dan perlakuan 
minimum yang harus diberikan kepada terpidana/ tahanan selama berada dalam 
institusi penjara/penahanan. Standard Minimum Rules dan munculnya konsep 
Pemasyarakatan inilah yang menandai peralihan sistem pemidanaan Indonesia 
dari sistem pemenjaraan yang dalam praktek lebih menekankan sentimen 
penghukuman (punitive sentiment) atau pembalasan (retributive). 
• Konsep Pembinaan Narapidana Melalui Program Asimilasi 
Membina narapidana harus menggunakan prinsip-prinsip pembinaan 
narapidana. Prinsip-prinsip yang paling mendasar, yang kemudian dinamakan 
prinsip-prinsip dasar pembinaan narapidana. Pembinaan narapidana secara 
umum bertujuan agar mereka dapat menjadi manusia seutuhnya, sebagaimana 
yang telah menjadi arah pembangunan nasional melalui jalur pendekatan:  
• Memantapkan iman (ketahanan mental) mereka;  
• Membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan 
kelompok selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih 
luas setelah menjalaninya.  
Setiap narapidana wajib mengikuti semua program pembinaan yang 
diberikan kepadanya. Pembinaan narapidana mempunyai beberapa tahapan. 
Dari beberapa tahapan tersebut, terdapat tahap yang mana narapidana akan 
mendapatkan pembinaan yang dinamakan asimilasi. 
Mengenai pengertian asimilasi diatur dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan 
Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara 
Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan 
Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, yang menyatakan bahwa: 
“Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan 
yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik 
pemasyarakatan di dalam kehidupan masyarakat”. 
Asimilasi sebagai tujuan pemasyarakatan menampakkan ciri utama berupa 
aktifnya kedua belah pihak, yaitu pihak narapidana dan keluarga narapidana 
serta masyarakat. Asimilasi juga bertujuan untuk menghilangkan citra buruk 
penjara pasca hukuman, serta mencegah penolakan masyarakat terhadap bekas 
narapidana.  
Asimilasi terbagi 2 (dua), yaitu:  
• Asimilasi ke dalam Lembaga Pemasyarakatan; khusus menerima kunjungan 
keluarga dan kelompok-kelompok masyarakat.  
• Asimilasi ke luar Lembaga Pemasyarakatan; mempunyai persyaratan minimal 
sudah menjalani ⅔ masa pidana (atau telah masuk tahap ketiga dari proses 
pemasyarakatan narapidana).  
Adapun bentuk asimilasi keluar adalah: bekerja pada pihak ketiga, baik 
instansi pemerintah atau swasta, bekerja mandiri, misalnya menjadi tukang 
cukur, bengkel, tukang memperbaiki radio, mengikuti pendidikan dan latihan 
ketrampilan di luar Lembaga Pemasyarakatan, kerja bakti bersama masyarakat, 
berolah raga bersama masyarakat. 
 
• Konsep Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan Narapidana 
Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana menurut Pasal 9 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dapat 
dilakukan dengan bekerjasama antar instansi pemerintah terkait, badan-badan 
kemasyarakatan lainnya atau perorangan yang kegiatannya seiring dengan 
penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Instansi pemerintah terkait yang 
dimaksudkan, antara lain: Departemen Agama, Departemen Pertanian, 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Sosial, Departemen 
Kesehatan, Departemen Tenaga Kerja, Departemen Perindustrian, Pemerintah 
Daerah BP7 dan lain-lain. Oleh karena itu pasal ini memberikan peluang bagi 
Menteri terkait untuk mengadakan kerjasama yang selanjutnya diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Pemerintah.  
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama 
Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan 
Pemasyarakatan, dalam Pasal 2 menyatakan bahwa: kerjasama dapat dilakukan 
bersama dengan Instansi Pemerintah yang bersifat fungsional dalam arti 
disesuaikan dengan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing departemen 
serta kerja sama dengan badan kemasyarakatan dan perorangan yang bersifat 
kemitraan, yaitu kerjasama yang didasarkan atas prinsip kerelaan yang saling 
menguntungkan dengan membebankan tugas dan kewajiban yang seimbang 
menurut kondisi LAPAS setempat.  
Selanjutnya dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 
tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga 
Binaan Pemasyarakatan, menyatakan bahwa: jangka waktu pelaksanaan 
kerjasama Pembinaan dan atau Pembimbingan terdiri atas:  
• Kerjasama jangka panjang, apabila pelaksanaannya 5 (lima) tahun atau lebih;  
• Kerjasama jangka menengah apabila pelaksanaannya 2 (dua) tahun sampai 5 
(lima) tahun; dan  
• Kerjasama jangka pendek, apabila pelaksanaannya tidak lebih dari 2 (dua) 
tahun. 
 
Bentuk kerjasama dengan instansi lainnya, dalam Pasal 9 ayat (1) 
menyatakan bahwa: kerjasama dapat dilaksanakan antara lain yang lingkup 
tugasnya, meliputi :  
• Bidang Keagamaan;  
• Bidang Pertanian;  
• Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;  
• Bidang Kesehatan;  
• Bidang Sosial;  
• Bidang Tenaga Kerja;  
• Bidang Perindustrian dan Perdagangan; dan  
• Pemerintah Daerah. 
  
Di mana kerjasama yang dilakukan bersifat fungsional, artinya kerjasama 
yang dilaksanakan menurut tugas pokok dan fungsi masing-masing Departemen 
atau Lembaga Pemerintah Non Departemen. Pasal 10 Peraturan Pemerintah 
Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan 
Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, dapat juga dilaksanakan dengan 
Badan-badan Kemasyarakatan yang meliputi: 
• Yayasan;  
• Koperasi; dan  
• Lembaga Swadaya Masyarakat.  
Di mana kerjasama yang dilakukan bersifat kemitraan, artinya kerjasama 
yang didasarkan pada prinsip kerelaan yang saling menguntungkan, dengan 
membebankan tugas dan kewajiban yang seimbang menurut kondisi LAPAS 
atau BAPAS setempat. 
• Teori Implementasi Kebijakan 
Kebijakan dalam arti policy tidak bersangkut paut dengan suatu 
kewenangan bebas-tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, 
atau tidak diaturnya perbuatan pejabat pemerintah dalam undang-undang, 
melainkan bersangkut paut dengan sikap dan perbuatan pemerintah demi 
kepentingan umum. Oleh karena itu berdasarkan Hukum Administrasi Negara 
kebijakan dalam arti policy tidak boleh dirancukan dengan kebijaksanaan 
sebagai asas pijakan Freies Ermessen.  
Thomas R. Dye menjelaskan, bahwa kebijakan negara (publik) itu adalah 
pilihan tindakan apapun yang dilakukan atau tidak ingin dilakukan oleh 
pemerintah. Dari definisi ini dapat diinterpretasikan bahwa kebijakan negara 
(publik) bersangkut paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah, 
sehingga kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif. 
Dalam bentuknya yang positif, kebijakan negara (publik) mungkin akan 
mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk 
mempengaruhi masalah tertentu; sementara dalam bentuknya yang negatif, 
kemungkinan meliputi keputusan pejabat-pejabat pemerintah untuk tidak 
bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah di 
mana campur tangan pemerintah justru diperlukan. 
Kebijakan publik pada hakikatnya merupakan suatu keputusan yang sudah 
mantap atau “a standing decision” menyangkut kepentingan umum, oleh pejabat-
pejabat pemerintah dan instansi-instansi pemerintah dalam proses 
penyelenggaraan negara. Keputusan mana didasarkan pada pilihan-pilihan atau 
pertimbangan dalam rangka mewujudkan suatu tujuan tertentu dengan 
menggunakan sarana-sarana yang sesuai. 
Berbicara masalah penetapan suatu kebijakan tentunya harus melalui 
proses yang baik dan benar, sebagaimana dikatakan William N. Dunn bahwa: 
“proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang 
dilakukan dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis”. Kemudian 
dijelaskan pula bahwa aktivitas politis tersebut sebagai proses pembuat kajian. 
Berkenaan dengan implementasi kebijakan, maka implementasi kebijakan 
merupakan aspek yang jauh lebih penting daripada formulasi kebijakan karena 
suatu kebijakan hanya berupa rencana jika tanpa diikuti adanya implementasi. 
Dapat dipahami di sini bahwa implementasi adalah suatu kegiatan yang 
dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program. 
Adapun tugas implementasi kebijakan adalah mengembangkan suatu 
struktur hubungan antara kebijakan publik yang telah ditetapkan dengan 
tindakan-tindakan pemerintah untuk merealisasikan tujuan-tujuan tersebut 
berupa hasil kebijakan. Menurut Livebri kebijakan tidak akan sukses jika dalam 
pelaksanaan tidak ada kaitan dengan tujuan yang ditetapkan. 
Van Matter dan Van Horn dalam Widodo menawarkan suatu model 
mengenai proses implementasi yang terdiri dari 6 (enam) variabel yang 
membentuk hubungan antara kebijakan dengan implementasi, yaitu:  
(1) standar dan tujuan yaitu adanya kejelasan dari standar dan tujuan yang 
akan dilaksanakan; 
(2)   sumber daya yaitu tersedianya sumber daya yang diperlukan dalam 
pelaksanaan kebijakan seperti staf, fasilitas fisik, informasi dan 
sebagainya; 
(3)   komunikasi antar organisasi dan pelaksana yaitu adanya transmisi 
informasi yang lancar, seimbang dan jelas antara organisasi dan 
pelaksana kebijakan;  
(4)   karakteristik lembaga pelaksana, yaitu adanya ciri dan kemampuan 
lembaga pelaksana yang mendukung kesuksesan pelaksanaan 
implementasi kebijakan; 
(5)  kondisi sosial, ekonomi dan politik di mana kebijakan tersebut 
dilaksanakan; serta  
(6)   disposisi pelaksana yaitu adanya kesediaan dan komitmen dari pelaksana 
untuk mensukseskan implementasi kebijakan di lapangan. 
 
Dalam pandangan George Edward III, implementasi kebijakan dipengaruhi 
oleh 4 (empat) variabel, yakni: (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, 
dan (4) struktur birokrasi. 
• Teori Efektivitas Hukum 
Apabila membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat berarti 
membicarakan daya kerjanya hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa 
warga masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektivitas hukum dimaksud, 
berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu: berlaku 
secara yuridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis. 
Adapun beberapa faktor penting yang dapat mempengaruhi daya kinerja 
hukum di masyarakat adalah sebagai berikut: 
• Faktor Substansi Kaidah Hukum 
Substansi atau materi dari suatu produk peraturan perundang-undangan 
merupakan faktor yang cukup penting untuk diperhatikan dalam penegakan 
hukum, tanpa substansi atau materi yang baik dari suatu peraturan 
perundang-undangan rasanya sangat sulit bagi aparatur penegak hukum 
untuk dapat menegakkan peraturan perundang-undangan secara baik pula, 
dan hal tersebut sangat ditentukan atau dipengaruhi ketika proses 
penyusunan suatu peraturan perundang-undangan dilakukan. 
• Faktor Aparatur Penegak Hukum 
Peranan aparatur penegak hukum juga tidak kalah pentingnya dalam 
menentukan tingkat keberhasilan penegakkan suatu peraturan perundang-
undangan, baik-buruknya aparatur penegak hukum dapat menentukan 
baik-buruknya pula suatu penegakkan peraturan perundangundangan. 
Suatu peraturan perundang-undangan yang baik terkadang tidak dapat 
ditegakkan secara baik, apabila yang menegakkan peraturan perundang-
undangan tersebut adalah aparatur penegak hukum yang tidak baik atau 
tidak cakap. Dan hal tersebut dapat dipengaruhi oleh banyak hal, 
diantaranya rendahnya tingkat pemahaman dari aparatur penegak hukum 
terhadap substansi suatu peraturan perundang-undangan. Kemudian 
diberlakukannya suatu peraturan perundang-undangan yang mempunyai 
maksud dan tujuan baik belum tentu memberikan suatu manfaat yang nyata 
bagi masyarakat, apabila tidak ditegakkan secara konsisten dan 
bertanggung jawab aturan-aturan hukum yang ada di dalamnya. 
• Faktor Kesadaran Hukum 
Kesadaran hukum dapat dijelaskan sebagai nilai-nilai yang terdapat dalam 
diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan 
ada. Faktor budaya atau kesadaran hukum tidak dapat diabaikan begitu 
saja dalam menentukan sukses atau tidaknya penegakkan hukum. 
Meskipun materi suatu peraturan perundang-undangan itu baik dan 
dilengkapi oleh aparatur hukum yang cakap dalam menegakkannya, tanpa 
adanya budaya hukum yang kondusif di masyarakat rasanya akan sangat 
sulit bagi suatu produk peraturan perundang-undangan dapat berjalan 
secara efektif. Sedangkan budaya hukum itu sendiri tercermin dalam sikap 
warga masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh sistem nilai yang dianut 
oleh masyarakat. Respon masyarakat terhadap penerapan hukum yang 
mengatur perilaku akan sangat dipengaruhi oleh sistem nilai yang 
dianutnya. 
 
 
• METODE PENELITIAN 
• Jenis dan Sifat Penelitian 
Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 
hukum empiris. Penelitian ini bersifat Deskriptif, dengan maksud untuk 
menggambarkan keadaan yang ada dengan mempergunakan metode penelitian 
ilmiah serta memecahkan masalah berdasarkan data dan fakta yang terkumpul 
sebagaimana adanya pada saat penelitian ini dilakukan. 
• Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 
sekunder.  
• Data primer, yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari 
responden tentang obyek yang diteliti sebagai data utamanya. Dalam 
penelitian ini data primer yang digunakan adalah hasil wawancara dengan 
responden. 
• Data sekunder, yaitu data yang berupa bahan hukum dan terdiri dari : 
• Bahan hukum primer yang akan digunakan berupa norma hukum positif 
peraturan perundang-undangan, yaitu: 
• Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 
• Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan 
Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. 
• Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata 
Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. 
• Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembinaan dan 
Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata 
Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. 
• Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama 
Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan 
Pemasyarakatan. 
• Peraturan Pemerintah Nomor  99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan 
Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. 
• Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2013 tentang 
Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi 
Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti 
Bersyarat.  
• Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku, jurnal-jurnal, 
dokumen-dokumen, pendapat hukum dalam literatur, serta internet yang 
relevan dengan masalah yang diteliti. 
• Bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus dan ensiklopedi. 
 
• Teknik Pengumpulan Data 
• Teknik Komunikasi Langsung 
Yaitu dengan mengadakan kontak langsung dengan sumber data, yaitu 
dengan cara melakukan wawancara dengan Kepala Lembaga 
Pemasyarakatan (LAPAS) Klas II A Pontianak, Kepala Bagian (KABAG) 
Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Kubu Raya dan Kepala 
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Kubu 
Raya. 
• Teknik Komunikasi Tidak Langsung  
Yaitu dengan mengadakan kontak tidak langsung terhadap sumber data, 
yaitu dengan cara menyebarkan angket atau kuesioner kepada Petugas 
Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Klas II A Pontianak dan Warga Binaan 
Pemasyarakatan di LAPAS Klas II A Pontianak yang menjalani program 
asimilasi. 
• Teknik Penentuan Sampel Penelitian  
Sampel merupakan unit terkecil dari populasi yang berperan sebagai 
sumber data dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 
penarikan sampel secara sederhana (simple random sampling).  
Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
• Kepala Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Klas II A Pontianak. 
• Kepala Bagian (KABAG) Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten 
Kubu Raya. 
• Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten 
Kubu Raya. 
• Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Klas II 
A Pontianak yang menjalani program asimilasi sebanyak 16 (enam belas) 
orang.  
• Analisis Data 
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian, disajikan dan diolah secara 
kualitatif. 
 
• ANALISIS HASIL PENELITIAN 
Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Klas II A Pontianak merupakan salah 
satu Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) yang berada di Provinsi Kalimantan 
Barat. Saat ini kondisi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Klas II A Pontianak 
sudah melebihi kapasitas (over capacity), di mana daya tampung/kapasitas yang 
seharusnya berjumlah 500 orang narapidana tetapi harus menampung 769 orang 
narapidana. 
Mengingat kondisi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Klas II A Pontianak 
yang melebihi kapasitas (over capacity), maka secara otomatis menyebabkan 
pelaksanaan program pembinaan bagi para narapidana tidak berjalan sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan. 
Dalam melaksanakan program asimilasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, 
diperlukan kerjasama dari semua pihak, baik instansi pemerintah terkait, badan-
badan kemasyarakatan lainnya atau perorangan untuk ikut berperan serta membina 
warga binaan pemasyarakatan dalam bentuk hubungan kerjasama baik yang 
bersifat fungsional maupun kemitraan guna melaksanakan program asimilasi.  
Agar pelaksanaan kegiatan kerjasama dapat berjalan dengan baik, efektif dan 
efisien, maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 
1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga 
Binaan Pemasyarakatan.  
Untuk melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam hubungannya 
dengan asimilasi, diperlukan adanya suatu prosedur pengajuan kerjasama. Pada 
prinsipnya prosedur pengajuan kerjasama dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) 
kategori yaitu pengajuan kerjasama dalam bidang pembinaan 
kemandirian/ketrampilan jangka panjang (Iebih dari 5 tahun), jangka menengah (2-5 
tahun) dan jangka pendek (2 tahun ke bawah). 
Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan yang menjalani asimilasi pada 
Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Klas II A Pontianak dari bulan Januari hingga 
bulan Mei tahun 2016 adalah sebanyak 16 (enam belas) orang. 
Dalam upaya mengimplementasikan kerjasama penyelenggaraan pembinaan 
dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana diamanatkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999, maka Kepala Lembaga 
Pemasyarakatan (LAPAS) Klas II A Pontianak melakukan kebijakan kerjasama 
dengan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam pelaksanaan asimilasi bagi 
Warga Binaan Pemasyarakatan yang dituangkan dalam bentuk Memorandum of 
Understanding (MoU). 
Untuk mengetahui pelaksanaan asimilasi yang diberikan kepada para Warga 
Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Klas II A 
Pontianak, dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
Tabel 1 
Pelaksanaan Asimilasi di LAPAS Klas II A Pontianak 
 
N = 16 
No. Alternatif Jawaban Frekuensi 
(f) 
Persentase 
(%) 
1. Di dalam LAPAS 16 100 
2. Di luar LAPAS 0 0 
 Jumlah 16 100 
Sumber Data: Hasil Penelitian Lapangan Yang Diolah. 
 
Dari data pada tabel di atas, diketahui bahwa seluruh (100%) responden 
menyatakan pelaksanaan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Klas II A 
Pontianak dilakukan di dalam LAPAS.  
Selanjutnya untuk mengetahui apakah Warga Binaan Pemasyarakatan di 
Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Klas II A Pontianak mengetahui adanya 
kerjasama antara Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Klas II A Pontianak dengan 
Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam pelaksanaan asimilasi, dapat dilihat pada 
tabel berikut ini. 
Tabel 2 
Pengetahuan Responden Mengenai Kerjasama LAPAS Klas II A Pontianak 
Dengan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya  
Dalam Pelaksanaan Asimilasi 
 
N = 16 
No. Alternatif Jawaban Frekuensi 
(f) 
Persentase 
(%) 
1. Tahu 16 100 
2. Tidak tahu 0 0 
 Jumlah 16 100 
Sumber Data: Hasil Penelitian Lapangan Yang Diolah. 
 
Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa seluruh (100%) 
responden menyatakan mengetahui adanya kerjasama antara Lembaga 
Pemasyarakatan (LAPAS) Klas II A Pontianak dengan Pemerintah Kabupaten Kubu 
Raya dalam pelaksanaan asimilasi.  
Para warga binaan pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Klas 
II A Pontianak mengetahui adanya kerjasama antara Lembaga Pemasyarakatan 
(LAPAS) Klas II A Pontianak dengan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam 
pelaksanaan asimilasi karena mendapat informasi dari petugas Lembaga 
Pemasyarakatan (LAPAS). 
Selanjutnya untuk mengetahui bentuk kerjasama antara Lembaga 
Pemasyarakatan (LAPAS) Klas II A Pontianak dengan Pemerintah Kabupaten Kubu 
Raya dalam pelaksanaan asimilasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, dapat 
dilihat pada tabel di bawah ini. 
 
Tabel 3 
Bentuk Kerjasama Antara LAPAS Klas II A Pontianak Dengan Pemerintah 
Kabupaten Kubu Raya Dalam Pelaksanaan  
Asimilasi Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan 
 
N = 16 
No. Alternatif Jawaban Frekuensi 
(f) 
Persentase 
(%) 
1. Pengembangan hasil kerajinan dari 16 100 
 limbah   
    
2. Bekerja pada pihak ketiga 0 0 
    
3. Kerja bhakti bersama masyarakat 0 0 
 Jumlah 16 100 
Sumber Data: Hasil Penelitian Lapangan Yang Diolah. 
 
Dari data pada tabel di atas, diketahui bahwa seluruh (100%) responden 
menyatakan bentuk kerjasama antara Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Klas II A 
Pontianak dengan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam pelaksanaan asimilasi 
bagi Warga Binaan Pemasyarakatan adalah pengembangan hasil kerajinan dari 
limbah.  
Pengembangan hasil kerajinan dari limbah adalah limbah atau sampah yang 
sudah tidak dipergunakan lagi, seperti: botol air mineral, kartu remi, kertas koran 
dan potongan papan diolah menjadi kerajinan berbentuk bunga, rehal dan lain-lain. 
Kemudian untuk mengetahui apakah dalam pelaksanaan asimilasi bagi Warga 
Binaan Pemasyarakatan LAPAS Klas II A Pontianak yakni dalam pengembangan 
hasil kerajinan dari limbah masih mengalami kendala-kendala, dapat dilihat pada 
tabel berikut ini. 
 
Tabel 4 
Kendala Dalam Pelaksanaan Asimilasi Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan 
LAPAS Klas II A Pontianak Dalam  
Pengembangan Hasil Kerajinan Dari Limbah  
 
 
N = 16 
No. Alternatif Jawaban Frekuensi 
(f) 
Persentase 
(%) 
1. Ya 16 100 
2. Tidak  0 0 
 Jumlah 16 100 
Sumber Data: Hasil Penelitian Lapangan Yang Diolah. 
 
Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa seluruh (100%) 
responden menyatakan pelaksanaan asimilasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan 
LAPAS Klas II A Pontianak yakni dalam pengembangan hasil kerajinan dari limbah 
masih mengalami kendala-kendala.  
Hal ini senada dengan hasil wawancara penulis dengan Bapak Sukaji, Bc. 
IP., S. Sos., selaku Kepala LAPAS Klas II A Pontianak yang menyatakan bahwa 
kerjasama antara Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Klas II A Pontianak dengan 
Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, 
Koperasi dan UMKM Kabupaten Kubu Raya dalam pelaksanaan asimilasi bagi 
Warga Binaan Pemasyarakatan yakni dalam pengembangan hasil kerajinan dari 
limbah masih mengalami berbagai kendala dan belum dapat diimplementasikan 
secara efektif. 
Adapun kendala-kendala yang mempengaruhi implementasi kebijakan 
Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Klas II A Pontianak dalam melakukan 
kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam pelaksanaan asimilasi 
bagi Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 
Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan 
Warga Binaan Pemasyarakatan adalah sebagai berikut: 
• Kurangnya koordinasi antar aparat dari Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) 
Klas II A Pontianak maupun Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan 
UMKM Kabupaten Kubu Raya yang ditunjuk oleh Bupati Kubu Raya dalam 
pelaksanaan asimilasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan  
Dalam pelaksanaan kerjasama asimilasi bagi Warga Binaan 
Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Klas II A Pontianak 
dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM yang ditunjuk 
oleh Bupati Kubu Raya sangat diperlukan koordinasi antar aparat dari LAPAS 
Klas II A Pontianak maupun Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. 
Koordinasi yang dimaksud dalam hal ini adalah koordinasi fungsional, di 
mana koordinasi fungsional adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis 
dan sinkron antar lembaga-lembaga yang memiliki kesamaan dalam fungsi 
pekerjaan. 
• Adanya keengganan atau sikap setengah hati dari Dinas Perindustrian, 
Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kubu Raya yang ditunjuk oleh 
Bupati Kubu Raya dalam melaksanakan kerjasama pelaksanaan asimilasi bagi 
Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Klas II A 
Pontianak 
Keengganan atau sikap setengah hati dari Dinas Perindustrian, 
Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kubu Raya yang ditunjuk oleh 
Bupati Kubu Raya dalam melaksanakan kerjasama pelaksanaan asimilasi bagi 
Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Klas II A 
Pontianak memang nampak jelas, di mana Warga Binaan Pemasyarakatan di 
Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Klas II A Pontianak belum pernah 
diberikan penyuluhan mengenai pengembangan hasil kerajinan dari limbah. Di 
samping itu, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM 
Kabupaten Kubu Raya belum menyediakan tenaga ahli untuk memberikan 
pelatihan pengembangan hasil kerajinan kepada Warga Binaan 
Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Klas II A Pontianak. 
Menurut pendapat penulis, bahwa implementasi kebijakan Lembaga 
Pemasyarakatan (LAPAS) Klas II A Pontianak dalam melakukan kerjasama dengan 
Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam pelaksanaan asimilasi bagi Warga 
Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 
tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga 
Binaan Pemasyarakatan masih belum terlaksana dengan efektif, hal ini dikarenakan 
masih adanya kendala-kendala sebagaimana yang telah diungkapkan di atas.  
Peranan aparatur penegak hukum juga tidak kalah pentingnya dalam 
menentukan tingkat keberhasilan efektivitas dari pelaksanaan program asimilasi 
bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, karena aparatur penegak hukum dalam hal ini 
adalah petugas LAPAS selaku pemegang peran (role occupant) dalam melakukan 
penjagaan dan pengawasan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang sedang 
melaksanakan program asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).  
Dari adanya kendala-kendala yang mempengaruhi implementasi kebijakan 
Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Klas II A Pontianak dalam melakukan 
kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam pelaksanaan asimilasi 
bagi Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 
Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan 
Warga Binaan Pemasyarakatan, maka diperlukan upaya untuk mengatasi kendala-
kendala yang mempengaruhi implementasi kebijakan Lembaga Pemasyarakatan 
Klas II A Pontianak dalam melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten 
Kubu Raya terhadap pelaksanaan asimilasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan 
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999. 
Adapun upaya mengatasi kendala-kendala yang mempengaruhi implementasi 
kebijakan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak dalam melakukan 
kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terhadap pelaksanaan 
asimilasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Peraturan Pemerintah 
Nomor 57 Tahun 1999 adalah sebagai berikut: 
• Melaporkan hasil kegiatan kerjasama pelaksanaan asimilasi bagi Warga Binaan 
Pemasyarakatan kepada Bupati Kubu Raya, baik berkenaan dengan tingkat 
keberhasilan dari kerjasama tersebut maupun kendala-kendala yang dihadapi 
selama kegiatan kerjasama pelaksanaan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan 
(LAPAS) Klas II A Pontianak. Hal ini dilakukan agar Bupati Kubu Raya 
mengetahui kondisi yang sebenarnya. 
• Pihak Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Klas II A Pontianak lebih 
meningkatkan koordinasi dengan aparat/petugas dari  Dinas Perindustrian, 
Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kubu Raya yang ditunjuk oleh 
Bupati Kubu Raya untuk melakukan kerjasama dalam pelaksanaan asimilasi 
bagi warga binaan pemasyarakatan, agar kerjasama dapat berjalan dengan 
efektif. 
• Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kubu Raya 
selaku dinas yang ditunjuk oleh Bupati Kubu Raya untuk melakukan kerjasama 
dalam pelaksanaan asimilasi bagi warga binaan pemasyarakatan Lembaga 
Pemasyarakatan (LAPAS) Klas II A Pontianak agar lebih memberikan perhatian 
dalam melakukan tugasnya, agar tidak terkesan setengah hati dalam melakukan 
kerjasama dalam pelaksanaan asimilasi bagi warga binaan pemasyarakatan 
Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Klas II A Pontianak. 
Upaya-upaya yang disebutkan di atas, pada dasarnya dapat dijadikan 
indikator dalam melihat keberhasilan kerjasama dalam pelaksanaan asimilasi bagi 
Warga Binaan Pemasyarakatan. Meskipun apabila dilihat lebih jauh, indikator yang 
dimaksud lebih berupa pemenuhan hak-hak narapidana dalam menjalani program 
asimilasi. Namun demikian, indikator ini justru menjadi ruh dari keseluruhan 
pelaksanaan pembinaan (asimilasi) bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.  
 
• PENUTUP 
• Kesimpulan 
Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan yang telah 
dikemukakan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
• Pada dasarnya kebijakan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Klas II A 
Pontianak dalam melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kubu 
Raya dalam pelaksanaan asimilasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan 
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama 
Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan 
Pemasyarakatan belum diimplementasikan sesuai dengan yang diharapkan, 
karena masih mengalami berbagai kendala. Adapun kendala-kendala tersebut 
antara lain sebagai berikut:  
• Kurangnya koordinasi antar aparat dari Lembaga Pemasyarakatan 
(LAPAS) Klas II A Pontianak maupun Dinas Perindustrian, Perdagangan, 
Koperasi dan UMKM Kabupaten Kubu Raya yang ditunjuk oleh Bupati Kubu 
Raya dalam pelaksanaan asimilasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. 
• Adanya keengganan atau sikap setengah hati dari Dinas Perindustrian, 
Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kubu Raya yang ditunjuk 
oleh Bupati Kubu Raya dalam melaksanakan kerjasama pelaksanaan 
asimilasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan 
(LAPAS) Klas II A Pontianak. 
• Upaya mengatasi kendala-kendala yang mempengaruhi implementasi 
kebijakan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak dalam melakukan 
kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terhadap pelaksanaan 
asimilasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 adalah sebagai berikut: 
• Melaporkan hasil kegiatan kerjasama pelaksanaan asimilasi bagi Warga 
Binaan Pemasyarakatan kepada Bupati Kubu Raya, baik berkenaan 
dengan tingkat keberhasilan dari kerjasama tersebut maupun kendala-
kendala yang dihadapi selama kegiatan kerjasama pelaksanaan asimilasi di 
Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Klas II A Pontianak. Hal ini dilakukan 
agar Bupati Kubu Raya mengetahui kondisi yang sebenarnya. 
• Pihak Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Klas II A Pontianak lebih 
meningkatkan koordinasi dengan aparat/petugas dari  Dinas Perindustrian, 
Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kubu Raya yang ditunjuk 
oleh Bupati Kubu Raya untuk melakukan kerjasama dalam pelaksanaan 
asimilasi bagi warga binaan pemasyarakatan, agar kerjasama dapat 
berjalan dengan efektif. 
• Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kubu 
Raya selaku dinas yang ditunjuk oleh Bupati Kubu Raya untuk melakukan 
kerjasama dalam pelaksanaan asimilasi bagi warga binaan 
pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Klas II A Pontianak 
agar lebih perhatian dalam melakukan tugasnya, agar tidak terkesan 
setengah hati dalam melakukan kerjasama dalam pelaksanaan asimilasi 
bagi warga binaan pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) 
Klas II A Pontianak. 
 
• S a r a n 
Dari uraian kesimpulan di atas, maka penulis mengemukakan beberapa 
saran yang mungkin bisa dijadikan rujukan rekomendasi sebagai berikut : 
• Agar kerjasama pelaksanaan asimilasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di 
Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Klas II A Pontianak dapat berjalan 
dengan baik dan efektif, hendaknya pihak Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) 
Klas II A Pontianak lebih selektif dalam melakukan kerjasama dengan instansi 
pemerintah maupun swasta dalam pelaksanaan asimilasi bagi Warga Binaan 
Pemasyarakatan. 
• Bagi instansi pemerintah maupun pihak swasta, agar benar-benar 
melaksanakan kerjasama dalam pelaksanaan asimilasi bagi Warga Binaan 
Pemasyarakatan, mengingat program asimilasi merupakan salah satu bentuk 
pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan untuk dapat membaur di 
dalam masyarakat setelah menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan 
(LAPAS). 
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